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SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS

Menimbang : a.

Mengingat :1.

BUPATI NGAWI,

bahwa dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan
pelayanan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum
dan dalam rangka mengantisipasi kebutuhan angkutan
sekolah yang efektif dan efisien, maka perlu penyelenggaraan
angkutan sekolah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a serta guna meringankan beban biaya
angkutan sekolah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3480);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 3528);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan sarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN

ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS.

BAB1I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Al o

10.

Daerah adalah Kabupaten Ngawi.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Bupati adalah Bupati Ngawi.

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi.

Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke
tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan
untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan
orang f:lengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan
tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Angkutan Sekolah Gratis adalah angkutan dalam trayek tetap dan teratur
yang khusus melayani siswa sekolah.

Siswa adalah murid sekolah pada tingkatan Taman Kanak-kanak, Sekolah

Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Ti
Atas dan Mahasiswa. ! gkt

Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8
(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik
dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.



11. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi
maksimal 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk
pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan
bagasi.

BAB 11
MEKANISME ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS

Pasal 2

(1) Angkutan sekolah gratis diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui
Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi.

(2) Dalam menyelenggarakan angkutan sekolah gratis, Dinas Perhubungan
melakukan kerjasama sewa dengan pemilik angkutan umum.

(3) Pemilik angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain
perseorangan, koperasi, badan usaha dan/atau lembaga.

Pasal 3

(1) Pelayanan angkutan sekolah gratis, diselenggarakan dengan ciri-ciri
sebagai berikut:

a. berjadwal dan singgah pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh
Dinas Perhubungan;

b. menggunakan bus dan/atau mobil penumpang;

c. pelayanan pagi hari dimulai dari jam 05.30 WIB sampai dengan
jam 07.00 WIB, siang hari mulai jam 14.00 WIB sampai dengan
jam 17.00 WIB;

d. tidak mengangkut penumpang umum pada jam sebagaimana dimaksud
pada huruf c.

(2) Siswa yang memanfaatkan angkutan sekolah gratis, dapat menunggu
angkutan sekolah gratis di sepanjang rute sebagaimana tercantum dalam
pa.mpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 4

(1) I;enda.raan yang digunakan untuk angkutan sekolah gratis diatur sebagai
erikut:

a. dapat dilengkapi fasilitas pengatur udara yang berfungsi dengan baik;
b. wajib melakukan uji berkala,;
c. dilengkapi tanda khusus berupa tulisan ZANGKUTAN SEKOLAH GRATIS”
dan rute yang dilalui.
(2) Bentuk tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan

cara penempatannya, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Angkutgan sekolah gratis dilaksanakan berdasarkan waktu dan rute
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.



(2) Waktu dan rute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan
pertimbangan sebagai berikut:

a. bangkitan dan tarikan perjalanan dengan mempertimbangkan lokasi
sekolah;

b. jenis pelayanan angkutan anak sekolah;

c. jarak dan waktu tempuh.

Pasal 6

(1) Siswa pengguna angkutan sekolah gratis tidak dikenakan biaya
pemanfaatan angkutan sekolah gratis.

(2) Biaya angkutan sekolah gratis ditanggung oleh Pemerintah Daerah dengan
tarif yang disepakati antara Dinas Perhubungan dengan pemilik angkutan
umum.

BAB III
PERSYARATAN PEMILIK ANGKUTAN DAN PENGEMUDI ANGKUTAN

Pasal 7

Untuk dapat dipergunakan sebagai angkutan sekolah gratis, pemilik angkutan
wajib memiliki persyaratan sebagai berikut:

surat tanda nomor kendaraan;

tanda lulus uji kendaraan,;

ijin trayek/kartu pengawasan trayek; dan
pajak kendaraan bermotor.

poop

Pasal 8

Untuk dapat dipekerjakan sebagai pengemudi angkutan sekolah gratis, wajib
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki surat ijin mengemudi A umum yang masih berlaku;
b. sehat jasmani dan rohani; dan
c. memiliki surat perintah tugas dari Dinas Perhubungan.

BAB IV
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH, PEMILIK DAN PENGEMUDI
ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS

Pasal 9

(1) Dalam rangka penyelenggaraan angkutan sekolah gratis, Pemerintah
Daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. menerima dan memperkerjakan pemilik angkutan dengan status sewa
angkutan umum;

b. bertanggungjawab terhadap upah pengemudi sesuai dengan kesepakatan
yang dituangkan dalam perjanjian;

c. memutus Kkontrak kerja apabila pemilik angkutan melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian.



Pasal 10

Pemilik atau pengemudi angkutan sekolah gratis mempunyai kewajiban
sebagai berikut:

a.

b.

C.

melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh Dinas Perhubungan dengan
penuh tanggung jawab;

melaksanakan ketentuan undang-undang dengan menyediakan kendaraan
laik jalan;

bertanggungjawab atas terlaksananya kegiatan dengan mematuhi rambu-
rambu lalu lintas dan time table dari Dinas Perhubungan Kabupaten
Ngawi;

begrtanggung jawab terhadap terlaksananya kegiatan dengan membuat
laporan kegiatan yang diserahkan kepada petugas dari Dinas
Perhubungan setiap hari;

menyerahkan rekapitulasi data dan pelaksanaan tugas pengemudi setiap
akhir bulan;

bertanggung jawab terhadap terlaksananya kegiatan dengan menyediakan
papan informasi identitas angkutan sekolah gratis sesuai dengan rute yang
dilaksanakan,

bertanggung jawab terhadap terlaksananya kegiatan dengan melalui rute
dan menaikkan/menurunkan pelajar di sekolah-sekolah yang telah
ditentukan;

bertanggung jawab terhadap terlaksananya kegiatan dengan mengisi
formulir pengawasan dan meminta tanda verifikasi kepada petugas Dinas
Perhubungan pada tempat-tempat yang telah ditentukan;

melaksanakan perintah dari Dinas Perhubungan, apabila terjadi pelayanan
diluar time table atas permintaan sekolah;

melaporkan setiap kejadian yang berkaitan dengan kegiatan kepada Dinas
Perhubungan;

mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;

memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan peraturan perundangan
yvang berlaku dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi
kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;

. memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku;
mematuhi ketentuan pelayanan angkutan; dan
memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku di bidang angkutan jalan.

BAB V
LARANGAN BAGI PEMILIK DAN PENGEMUDI
ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS

Pasal 11

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
pemilik dan pengemudi angkutan sekolah gratis, dilarang:

a.

oo

o

mengangkut penumpang umum pada saat melaksanakan pelayanan
angkutan sekolah gratis;

merubah rute;

mengangkut penumpang melebihi kapasitas kendaraan;

merokok dan/atau mengkonsumsi narkoba pada saat melakukan
pelayanan angkutan sekolah gratis;

melakukan penggantian kepemilikan kendaraan selama masih dalam
waktu kerjasama yang diperjanjikan.




BAB VI
MEKANISME PENCAIRAN BIAYA SEWA

Pasal 12

(1) Pemilik mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala Dinas
Perhubungan.

(2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
melampirkan:

a. surat perintah tugas;
b. kartu pengawasan; dan ‘ ' .
c. rekapitulasi data dan pelaksanaan tugas pengemudi setiap akhir

minggu.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan
angkutan sekolah gratis.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Angkutan

Sekolah Gratis.

(3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Dinas
Perhubungan dan Kepolisian Resort Ngawi.

(4) Tim Monitoring dan Evaluasi Angkutan Sekolah Gratis mempunyai tugas
sebagai berikut:

a. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan angkutan
sekolah gratis;
b. menyusun time table dan rute pelaksanaan angkutan sekolah gratis;
c. melakukan pembinaan dan/atau penyuluhan secara berkala terhadap
pemilik dan/atau pengemudi angkutan sekolah gratis;
d. berjaga di titik cek point yang telah ditentukan;
e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan angkutan sekolah
gratis;
melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala
Dinas Perhubungan.

™

(5) Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mengemudi,
Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan bimbingan teknis secara
berkala kepada pemilik dan/atau pengemudi angkutan sekolah gratis.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan atas penyelenggaraan angkutan sekolah gratis dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.



BAB IX
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 Agufius ).Oj,g
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 30 Aquiaus 2019

SEKETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI ,
ttd
MOKH. SODIQ TRIWIDIYAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2019 NOMOR §7



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI

NOMOR §7 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN

SEKOLAH GRATIS

A. DAFTAR SEKOLAH YANG DILALUI ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS

SMPN 1 Ngawi
SMPN 2 Ngawi
SMPN 3 Ngawi
SMPN 4 Ngawi
. SMPN 5 Ngawi
SMPN 6 Ngawi
. SMKN 1 Ngawi
8. SMKN 2 Ngawi
9. SMUN 1 Ngawi
10. SMUN 2 Ngawi
11. SMK PGRI 6 Ngawi
12. SMK PGRI 4 Ngawi
13. SMU PGRI 1 Ngawi
14. SMK PGRI 1 Ngawi
15. SMK Kesehatan
16. STM PGRI 1 Ngawi
17. SMUN 1 Kedunggalar
18. SMUN Kwadungan
19. SMPN Kedunggalar
20. SMPN 1 Pangkur
21. SMPN 1 Kwadungan
22. MAN Paron
23. MAN Ngawi
25. MTsN Ngawi
ggo MTsN 1 Paron
- MTsN Gupi K
28. SMPN 1 PI; da:dungprahu
29. SMPN 1 Kasreman
30. SMK 1 Kasreman
31.SMPN 1 Geneng
32' SD Muhamadiyah
3. SMP/SMA Muhamadiyah

NounRLbE



B. DAFTAR

Rute 1
GENENG

Rute 2

PARON

Rute 3

SIDOWAYAH I

Rute 4

SIDOWAYAH II

RUTE PELAYANAN ANGKU

— Terminal Sidowayah, SMPN

TAN SEKOLAH GRATIS

MPN 1 Geneng,

— Terminal Geneng, S MUN 2 Ngawi, SMU PGRI !

SMK PGRI 6 Ngawi, S [ Neaw!
: SMK PGRI 4 Ngawi, MAN Ngawi, .
gl%l?t\;rltl’ 1 Ngawl, gsMK PGRI 1 Nga , MTsN Ngawl,

SMPN 2 Ngawi, gMPN 1 Ngawi, SMKN 1 Ngawi,

SMPN 4 Ngawl ‘
i i Jl. Ahmad Yani,
Raya Ngawl Madiun, :
:Illl Yosa}.".‘audarso, Jl. JA Suprgpto, Jl. Imam Bonjol,
Jl- Teuku Umar, Jl. Ronggowarsito, J1. Trunojoyo,

1 Paron, MAN Paron, MTsN 1 E:aron,
gl:AIIII;N PGRI 4 Ngawi, MAN Ngawi, SMU MAARIF:,
SMK PGRI 1 Ngawi, MTsN Ngawi, SMUN 1 Ngawi,
SMPN 2 Ngawi, SMPN 1 Ngawi, SMKN 1 Ngawli,
SMPN 4 Ngawi

Stasiun Paron, JL Siliwangi, Jl. Ir Soekarno,
Jl. Ahmad Yani, Jl. Yos Sudarso, Jl. JA Suprapto,
J1. Imam Bonjol, Jl. Teuku Umar, JL Ronggowarsito,
J1. Trunojoyo

Terminal Sidowayah SMUN 1 Ked

, unggalar,
SMPN Kedunggalar, SMPN 3 Ngawi, SMPN 4 gNggawi
SMPN 1 Ngawi, SMKN 1 Ngawi, SMPN 2 Ngawi. ’

JIl. Raya Ngawi Solo, Jl. Soerjo, Jl. PB Sudirman

Jl. Trunojoyo Jl. Sentot, Jl
’ . , . R i
J1.Teuku Umar, J1. JA Suprapto onegonarsite:

Kedun
gﬁgN 1 Kedunggalar, SMPN 3 Ngawi, MTsN ﬁggilil’f’
PGRI 1 Ngawi, SMUN 1 Ngawi, SMU MA’ARIF.

MAN Ngawi, SMK PGRI 4 Ngawi, SMU PGRI 1 Ngawi

SMUN 2 Ngawi, SMK PGRI 6 Ngawi

Jl. Raya Ngawi Solo, Jl. Soeri
\ » Jl. Soerjo, Jl. PB i
JI. Ahmad Yani, J1. Raya Ngawi Madiun Sudirman,



Rute 5
BANYU URIP 1

Rute 6
BANYU URIP I

Rute 7
KEDUNGPRAHU I

Rute 8
KEDUNGPRAHU 11

5 Ngawi, (
” ?dl\\d,ll;llzmadiyah, SMPN 2 Ngam, S
SMKN 1 Ngawi,

— Banyu
Jl. Basuki :
JL. Imam Bonj

J1. Trunojoyo

3 A
adi ah7 SMP/ SM A
SD Muham YMPN V. Neawi,
SMPN 4 Ngawi. o
: Ji Mastrip,  Jl. ~ Suxowat,
urip, : 1. JA Suprapto,

. Yos Sudarso, .
Rah;rll a3,1 J'%‘euku Umar, JL Ronggowars1to,

SMPN 5 Ngawi, SD Muhamadiyah, SMF/ IMA

i . MK PGRI 1 Ngawi,
divah, MTsN Ngawl, ? .
gltdl]{ll?\lmal Y Ngawi, SMU MA’ARIF, MAN Ngawi,

SMK PGRI 4 Ngawi, SMU . PGRI 1 Ngawl,
SMUN 2 Ngawi, SMK PGRI 6 Ngaw1i
Banyuurip, JL Mastrip,
JL. e Basuki Rahmad, Jl.
JL. Raya Ngawi Madiun

JL Sukowati,
Ahmad Yani,

Pasar Kedungprahu, MTsN Guppi Kedungprahu,
SMPN 1 Padas, SMPN 1 Kasreman, SMK 1 Kasreman,
SMPN 5 Ngawi, SD Muhamadiyah,
SMP/SMA  Muhamadiyah, SMPN 2 Ngawi,
SMPN 1 Ngawi, SMKN 1 Ngawi, SMPN 4 Ngawi

Jl. Raya Ngawi Caruban, Jl. Basuki Rahmat,
JL. Yos Sudarso, Jl. JA Suprapto, Jl. Imam Bonjol,
J1. Teuku Umar, J1. Roggowarsito, J1.Trunojoyo

Pasar Kedungprahu, MTsN Guppi
> pp1  Kedungprah
SMPN 1 Padas, SMPN 1 Kasreman, SMK 1 Kasg’rial;nag,

SMPN S N i
gawi, SD Muhamadi
SMP/SMA Muhamadiyah, MTsN l\? gz\?v};’

Jl. Raya Ngawi Caruban, JL Sukowati

Jl. Basuki Rahmad '
Madiun ad, JI. Ahmad Yani, J1. Raya Ngaw;



Rute 9

PANGKUR I

Rute 10

PANGKUR II

Rute 11

KWADUNGAN

SMPN 1 Pangkur, SMPN 6 Ngawi, SMKN 2 Ngawi,
SMPN 5 Ngawi, SD Muhamadiyah,
SMP/SMA Muhamadiyah, SMPN 2 Ngawi,
SMPN 1 Ngawi, SMKN 1 Ngawi, SMPN 4 Ngawi

Kecamatan Pangkur, JL. Supriyadi,
Jl. Basuki Rahmad, Jl. Yos Sudarso, Jl. JA Suprapto,
Jl. Imam Bonjol, Jl. Teuku Umar, Jl. Ronggowarsito,
J1. Trunojoyo

SMPN 1 Pangkur, SMPN 6 Ngawi, SMKN 2 Ngawi,
SMPN 5 Ngawi, SD Muhamadiyah,
SMP/SMA Muhamadiyah, MTsN Ngawi,
SMK PGRI 1 Ngawi, SMUN 1 Ngawi, SMU MA’ARIF,
SMK PGRI 4 Ngawi, MAN Ngawi, SMU PGRI 1 Ngawi,
SMUN 2 Ngawi, SMK PGRI 6 Ngawi

Kecamatan Pangkur, JL Supriyadi,
Jl. Basuki Rahmad, Jl. Ahmad Yani, Jl. Raya Ngawi
Madiun

SMPN 1 Kwadungan, SMUN 1 Kwadungan,
SMK Kesehatan, SMUN 1 Ngawi, SMK PGRI 6 Ngawi,
SMUN 2 Ngawi, MAN Ngawi, SMU MA’ARIF,
SMK PGRI 1 Ngawi, MTsN Ngawi, SMPN 2 Ngawi,
SMK PGRI 1 Ngawi, SMPN 1 Ngawi, SMKN 1 Ngawi,
SMPN 4 Ngawi

Kecamatan Kwadungan, Jl. Raya Kwadungan,
Jl. Raya Ngawi Madiun, Jl. Ahmad Yani,
Jl. Yos Sudarso, Jl. JA Suprapto, Jl. Imam Bonjol,
J1. Teuku Umar, Jl. Ronggowarsito, J1. Trunojoyo

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO



